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GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 45 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

Mengingat

. Aa.

1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

bahwa dalam rangka mendukung pelayanan perizinan
berusaha masih terdapat beberapa jenis perizinan dan
non perizinan yang belum terakomodir dan terjadi
perubahan nama, perlu dilakukan penyesuaian
peraturan,
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur
Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu,

b.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856):

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6781),

3.

Jalan Gajah Mada Nomor 2 Samarinda Kode Pos 75121 Kalimantan Timur
Telepon : (0541) 733333 Fax (0541) 737762 - 742111

Website : http://kaltimprov.go.id
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6617):

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaran Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6618):

6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6221),

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1956),

8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun
2021 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun
2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur
Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Timur Tahun 2023 Nomor 43),

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 8 TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Pasal I

Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 8) yang telah
beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur:
a. Nomor 31 Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan

Timur Tahun 2022 Nomor 31),
b. Nomor 40 Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan

Timur Tahun 2023 Nomor 43),
diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.
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Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 26 November 2024

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 26 November 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 45.

sesuai dengan aslinya
AERAH PROV.KALTIM
IRO HUK

As PP
NG Fin ee mh9 Napas Po
Panen SS
ANTAR
#P-t9600512 198903 2 009

PARMI.
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